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KPK Ajukan Banding atas Vonis 
6 Tahun Nurhadi dan Menantunya
Dalam amar putusannya, hakim se-
but Nurhadi dan Rezky Herbiyono 
terbukti menerima suap sebesar 
Rp35.726.955.000 (Rp35 miliar).

bukti menerima suap sebe-
sar Rp35.726.955.000 (Rp35 
miliar). Suap itu berasal dari 
Direktur Utama PT Multicon 
Indrajaya Terminal (PT MIT) 
Hiendra Soenjoto.

Uang suap tersebut diberi-
kan agar memuluskan penguru-
san perkara antara PT Multicon 
Indrajaya Terminal (PT MIT) 
melawan PT Kawasan Berikat 
Nusantara (PT KBN) terkait 
gugatan perjanjian sewa-me-
nyewa depo kontainer. Selain 
itu, kedua terdakwa dinyatakan 
terbukti menerima gratifi kasi 
sebesar Rp 13.787.000.000 
(Rp13,7 miliar). Nurhadi dise-
but memerintahkan Rezky 
untuk menerima uang dari para 
pihak yang memiliki perkara 
baik di tingkat pertama, band-
ing, kasasi dan peninjauan 
kembali secara bertahap sejak 
2014-2017.

Penerimaan uang itu di an-
taranya berasal dari Handoko 
Sutjitro (Rp2,4 miliar); Renny 
Susetyo Wardani (Rp2,7 mil-
iar); Donny Gunawan (Rp7 
mil iar) ;  Freddy Setiawan 
(Rp23,5 miliar); dan Riadi 
Waluyo (Rp1.687.000.000).

Atas perbuatannya, Nurha-
di dan Rezky dinyatakan ter-
bukti melanggar Pasal 11 dan 

JAKARTA (IM) - Tim 
Jaksa Penuntut Umum (JPU) 
pada Komisi Pemberantasan 
Korupsi (KPK) mengajukan 
banding atas vonis enam ta-
hun penjara mantan Sekre-
taris Mahkamah Agung (MA) 
Nurhadi (NHD) dan menan-
tunya Rezky Herbiyono (RH). 

Tim jaksa KPK telah me-
nyerahkan memori banding 
tersebut pada Jumat, 30 April 
2021.

“Setelah mempelajari pu-
tusan terdakwa NHD dan RH, 
Jumat (30/4), Jaksa KPK Nur 
Haris Arhadi melalui PN Ja-
karta Pusat telah menyerahkan 
memori banding,” kata Plt Juru 
Bicara KPK Ali Fikri melalui 
pesan singkatnya, Senin (3/5).

JPU  memandang adan-
ya beberapa pertimbangan 
majelis hakim tingkat pertama 
yang belum mengakomodasi 
terkait fakta-fakta persidan-
gan mengenai nilai uang yang 
dinikmati para terdakwa.

KPK berharap majelis 
hakim tingkat banding dapat 
mempertimbangkan dan me-
mutus sebagaimana apa yang 
disampaikan tim JPU dalam 
uraian memori banding.  

Majelis hakim Pengadilan 
Tipikor pada Pengadilan Neg-
eri Jakarta Pusat menjatuhkan 
hukuman enam tahun penjara 
dan denda Rp500 juta subsid-
air tiga bulan terhadap Nurhadi 
maupun Rezky Herbiyono. 
Putusan tersebut jauh lebih 
rendah dari tuntutan yang dia-
jukan oleh tim jaksa.

Sebelumnya, tim jaksa 
menuntut hakim menjatuhkan 
hukuman 12 tahun penjara ter-
hadap Nurhadi dan 11 tahun 
terhadap Rezky. Jaksa juga 
menuntut keduanya membayar 
denda masing-masing sebesar 
Rp1 miliar subsidair 6 bulan 
kurungan.

Dalam amar putusannya, 
hakim menyatakan Nurhadi 
dan Rezky Herbiyono ter-

Pasal 12B UU RI Nomor 31 
Tahun 1999 tentang Pember-
antasan Tipikor sebagaimana 
telah diubah dengan UU RI 

Nomor 20 Tahun 2001 Juncto 
Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP 
Juncto Pasal 64 dan 65 ayat 1 
KUHP.  han
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PEMERIKSAAN SITI AISYAH
Tersangka Anggota DPRD Provinsi 
Jawa Barat periode 2014-2019 Siti 
Aisyah Tuti Handayani tiba un  tuk 
menjalani pemeriksaan di ge dung 
KPK, Jakarta, Senin (3/5). KPK meme-
riksa Siti Aisyah Tuti Handa ya ni ter-
kait kasus dugaan suap peng urusan 
dana bantuan provinsi kepada 
Kabupaten Indramayu Tahun Ang-
garan 2017-2019.

JAKARTA (IM) - Presi-
den Joko Widodo (Jokowi) 
meninjau vaksinasi Covid-19 
di Mall Grand Indonesia, 
Jakarta Pusat, Senin (3/5). 
Peserta vaksinasi yakni pelaku 
usaha perdagangan.

Jokowi ditemani Menteri 
Kesehatan (Menkes) Budi 
Gunadi Sadikin, Sekretaris 
Kabinet (Seskab) Pramono 
Anung dan Gubernur DKI 
Jakarta Anies Baswedan.

Jokowi meninjau seluruh 
tahapan vakeinasi, mulai dari 
meja registrasi, skrinning, 
penyuntikkan hingga ob-
servasi. Kepala Negara juga 
tampak meladeni permintaan 
peserta vaksinasi untuk swa-
foto. Jokowi juga berbincang-
bincang dengan mereka.

Sementara itu, pengaman-
an di Mall Grand Indonesia 
diperketat. Terlihat aparat ke-
polisian, Paspampres hingga 
TNI berjaga di sekitar lokasi. 
Sebelum ke Mall Grand Indo-

nesia, Jokowi terlebih dahulu 
meninjau vaksinasi untuk peda-
gang di Thamrin City. Jokowi 
sempat berbincang dengan 
para pelaku usaha. Selain itu 
menyaksikan sendiri proses 
vaksinasi.

Seperti diketahui pemer-
intah memang menyasar tem-
pat yang memiliki mobilitas 
keramaian seperti pusat per-
belanjaan sebagai sasaran 
vaksinasi. Pedagang di pasar-
pasar pun sudah menjadi 
target vaksinasi selama ini. 
Salah satunya pedagang di 
Pasar Tanah Abang.

Presiden sebelumnya 
mengingatkan,seluruh pihak 
baik yang berada di zona 
merah, oranye, kuning, hijau 
yang telah divaksin maupun 
yang belum tetap harus berdi-
siplin dalam menjalankan 
protokol kesehatan baik. 
Di antaranya mengenakan 
masker, menjaga jarak, dan 
rutin mencuci tangan.  han

Jokowi Tinjau Vaksinasi Covid-19 
di Grand Indonesia dan Thamrin City

JAKARTA (IM) - Ula-
ma kondang Miftah Maulana 
Habiburrahman alias Gus Mif-
tah memberikan klarifikasi 
usai orasi kebangsaannya di 
Gereja Bethel Indonesia (GBI) 
Amanat Agung di Penjaringan, 
Jakarta Utara, viral di media 
sosial.

Karena orasi kebangsaan 
di gereja tersebut, Gus Mif-
tah dicibir netizen. Di antara 
mereka, ada yang menyebut 
pimpinan Pondok Pesantren 
Ora Aji di Sleman, Yogyakarta, 
itu sesat.

“Setelah beredar orasi 
kebangsaan saya di sebuah 
gereja di Jakarta Utara, tepat-
nya di GBI Penjaringan atas 
undangan panitia, saat itu 
saya hadir bersama Gubernur 
DKI Mas Anies Baswedan, 
Sekjen PBNU Gus Helmy, 
dan beberapa tokoh agama 
ada FKUB lah, dan itu atas 

undangan mereka,” kata Gus 
Miftah sebagaimana dilihat 
dalam akun Instagramnya, 
Senin (3/5).

Gus Miftah menegaskan 
acara yang diberikan kepadan-
ya itu adalah orasi kebangsaan 
di peresmian gereja, bukan 
dalam rangka peribadatan. 
Gara-gara inilah dirinya dihujat 
habis oleh netizen.

“Acara yang diberikan ke 
saya pun judulnya orasi ke-
bangsaan dalam rangka peres-
mian GBI, bukan dalam rangka 
peribadatan. Gara-gara itu 
kemudian saya dihujat netizen 
dengan mengatakan, Miftah 
sesat, Miftah kafi r, syahadatnya 
batal,” tuturnya.

Gus Miftah mengaku tidak 
marah atas hujatan itu. Ia jus-
tru mengucap syukur. Namun 
ia menegaskan dirinya diberi 
anugerah oleh Allah SWT 
untuk menjadi pembimbing 
ratusan orang yang bersyahadat 
atau memeluk agama Islam. 
Karenanya, ia heran ketika 
ada netizen yang mengecapnya 
kafi r atau sesat.

“Gus Miftah marah? Eng-
gak. Saya bersyukur Alhamdu-
lillah. Saya hanya mikir begini, 
orang seperti saya yang kebetu-
lan dikasih oleh Allah menjadi 
orang yang mampu membimb-
ing sekian ratus orang untuk 
bersyahadat menjadi mualaf  
hanya karena video tersebut 
saya dikatakan kafi r. Luar biasa. 
Itu dakwah zaman sekarang. 
Kalau dakwah zaman dulu 
tugasnya mengislamkan orang 
kafi r, dakwah hari ini meng-
kafir-kafirkan orang Islam,” 
pungkas Gus Miftah.  mei

Klarifi kasi Gus Miftah Soal Orasi 
Kebangsaan di Gereja Penjaringan

JAKARTA (IM) - Men-
teri Dalam Negeri (Mendagri), 
Tito Karnavian, mengatakan, 
pemerintah daerah (pemda) 
harus menyesuaikan kebijakan 
pemerintah pusat soal pela-
rangan mudik Lebaran 2021 
atau Hari Raya Idul Fitri 1442 
H untuk mencegah penularan 
Covid-19.

Tito menegaskan perlu 
adanya kekompakan antara 
pemerintah pusat dan daerah 
dalam pelaksanaan kebijakan 
larangan mudik. Penanganan 
pandemi covid-19 perlu diikuti 
dengan kebijakan satu koman-
do dari Presiden Joko Widodo 
(Jokowi).

“Perlu keserentakan antara 
pusat dan daerah,” katanya di-
kutip dari pers rilis Puspen 
Kemendagri, Senin (3/5).

Tito menjelaskan bahwa 
kebijakan pelarangan mudik 
dilakuka untuk mengurangi 
mobilitas masyarakat yang ber-
potensi pada penularan virus. 
Alih-alih merayakan hari raya 
bersama, dia meminta masyara-
kat untuk menahan diri dan 
bersabar. Hal ini untuk sama-
sama menjamin keselamatan 
diri sendiri dan keluarga dari 
penyebaran Covid-19.

“Repotnya nanti, kalau su-
dah mudik itu mobilitas tinggi, 
setelah itu terjadi, virus dibawa 
dari satu tempat ke tempat lain, 
menulari, apalagi biasanya ritual-
nya hari raya itu kan kita datang 
ke orangtua,” katanya.  han

Pemda Harus
Menyesuaikan
dengan Pusat
soal Larangan
Mudik Lebaran

JAKARTA (IM) - Indone-
sia Corruption Watch (ICW) 
meminta Dewan Pengawas 
(Dewas) Komisi Pemberan-
tasan Korupsi (KPK) memer-
iksa Wakil Ketua KPK Lili 
Pintauli Siregar terkait dugaan 
pelanggaran kode etik. 

Menurut Peneliti ICW 
Kurnia Ramadhana, keteran-
gan Lili mengenai komunikasi 
dengan tersangka kasus suap 
dan gratifi kasi Wali Kota Tan-
jungbalai M Syahrial tidak jelas 
dan ambigu. 

Dalam keterangan pers, 
Jumat (30/4), Lili menyebut 
dirinya tidak pernah bertemu 
Syahrial. Namun di sisi lain, ia 
menyebut, sebagai pimpinan 
KPK tidak bisa membatasi 
pertemuan dengan kepala dae-
rah terkait fungsi pencegahan 

tindak pidana korupsi.
“ICW menilai keterangan 

yang disampaikan Komisioner 
KPK Lili Pintauli Siregar ter-
kait dugaan adanya komunikasi 
dengan Walikota Tanjungbalai 
terlihat tidak jelas dan ambigu,” 
ujar Kurnia dalam keterangan 
tertulis, Senin (3/5)

Kurnia menjelaskan, tin-
dakan menjalin komunikasi 
dengan pihak yang sedang 
berperkara merupakan pelang-
garan hukum dan etik untuk 
pegawai KPK. Hal ini diatur 
dalam Pasal 36 juncto Pasal 65 
Undang-Undang KPK dengan 
ancaman pidana lima tahun 
penjara dan bagian integritas 
angka 11 Peraturan Dewas 
Nomor 1 Tahun 2020. 

“Jika nantinya terbukti 
ada komunikasi diantara ked-
uanya tanpa dilandasi den-
gan bukti pelaksanaan tugas, 
maka Lili Pintauli Siregar 
dapat diproses hukum dan 
etik,” ungkapnya.  

Selain itu, Kurnia me-
nyarankan Dewas KPK untuk 
menyita alat komunikasi yang 
digunakan oleh Lili. Kurnia 
menjelaskan, penyitaan alat 
komunikasi dapat dilakukan 
berdasar pada Peraturan De-
was KPK Nomor 1 Tahun 
2020 tentang Kode Etik dan 
Pedoman Perilaku KPK.  han

ICW Minta Lili Pintauli Diperiksa  
Terkait Pelanggaran Kode Etik

PENGUMUMAN
Untuk memenuhi ketentuan Pasal 44 
ayat (2) Undang-Undang No. 40 Tahun 
2007 tentang Perseroan Terbatas,  
Direksi PT MENARA BHUMIMEGAH 
(“Perseroan”) berkedudukan di Jakarta 
Selatan, dengan ini mengumumkan bahwa 
telah dilakukan pengurangan terhadap modal 
ditempatkan dan modal disetor Perseroan.

Kreditor Perseroan dapat mengajukan 
keberatan secara tertulis dalam jangka 
waktu 60 (enam puluh) hari sejak tanggal 
pengumuman ini kepada Perseroan dengan 
tembusan kepada Menteri Hukum dan Hak 
Asasi Manusia Republik Indonesia.

Jakarta, 04 Mei 2021
Direksi 

PT MENARA BHUMIMEGAH


